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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah di jelasakan pada 

bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sesuai dengan 

permasalahan yang diteliti yaitu Implementasi Kebijakan Pengoperasian 

Bus Trans Mataram Metro Di Kota Mataram adalah  sebagai berikut: 

1. Dari hasil Pelitian dilapangan penulis mengambil kesimpulan 

bahwa kebijakan pengoperasian Bus Trans Mataram belum 

berjalan efektif dan masih terdapat kendala dalam 

implementasinya yang masih harus diperbaiki. Adapun penyebab 

Implementasi Kebijakan Pengoperasian Bus Trans Mataram Metro 

di Kota Mataram belum  berjalan efektif adalah sebagai berikut : 

a. Komunikasi, belum maksimalnya sosialisasi yang 

dilakukan sehingga baik aparat pelaksana maupun 

masyarakat belum mengetahui tugas, fungsi dan perannya 

masing-masing. 

b. Sumber daya, berdasarkan pengamatan penulis bahwa 

sumber daya dan perangkat organisasi implementor sudah 

memadai namun belum maksimal dari segi pelaksanaanya. 

c. Disposisi, hal ini berkaitan dengan sikap dan konsistensi 

implementor yang terkesan mengabaikan kebijakan 

tersebut. Sehingga pelaksanaan pengoperasian Bus Trans 

Mataram Metro belum continue dan berkelanjutan.  

d. Struktur birokrasi, instansi yang terkait dalam 

mengimplementasikan pengoperasian Bus Trans Mataram 

Metro serta alur dan mekanismenya sudah jelas dalam 

Perda, namun implementor belum bisa berperan sesuai 

tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Masih ada tumpang 
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tindih pada wilayah kerja masing-masing instansi 

pelaksana. 

2.  Faktor Pendukung dan Penghambat 

a. Faktor Pendukung 

Adapun faktor pendukung Pengoprasian Bus trans 

Mataram Metro di Kota Mataram adalah sebagai berikut: 

1) Membantu pada masyarakat yang tidak memiliki akses 

kendaraan pribadi. 

2) Adanya layanan alternative dari pemerintah. 

3) Membantu masyarakat ekonomi rendah. 

b. Faktor Penghambat 

Adapun faktor penghambat dalam Pengoprasian  Busa 

Trans Mataram Metro di Kota mataram seperti, ketidak tahuan 

Masyarakat mengenai pengoprasian Bis Trans Mataram Metro 

di Kota Mataram sebagai Moda Transportasi Massal. 

Sedangkan untuk indikatornya sebagai berikut: 

1) Untuk Biaya Operasional bagi Bus Trans Mataram Metro 

di butuhkan pengeluaran yang sangat besar bagi 

pelaksanaan kebijakan pengoperasian Bus Trans 

Mataram Metro di Kota Mataram Metro tersebut. 

2) Jumlah Penumpang. Berdasarkan pengamatan penulis 

jumlah penumpang per koridor mengalami penurunan. 

3) Kualitas Pelayanan. Dari pengamatan penilis terhadap 

pelayanan masih belum memenuhi stantar pelayanan 

yang baik 

4) Kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak pelaksana. 

 

 

 



 
 

116 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan diatas maka dapat 

direkomendasikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Pemerintah Kota Mataram melalui instansi yang terkait dengan 

Perda tersebut harus konsisten dalam menjalankan dan 

memberikan pelayanan sesuai dengan isi Perda No 7 Tahun 2016 

Tentang Penyelenggaraan Perhubungan tersebut agar berjalan 

sesuai semesrinya. 

2. Pengguna menggunakan fasilitas layanan dari pemerintah, guna 

mempermudah dan memperlancar aktivitas ekonomi, sosial, 

budaya, bahkan agama.  

3. Diharapkan kepada masyarakat sebagai kelompok sasaran dari 

Kebijakan pengoperasian Bus Trans Mataram Metro untuk ikut 

berperan mematuhi dan mengamalkan demi menciptakan Kota 

Mataram yang maju, religius dan berbudaya. 

4. Perlu dilakukan sosialisasi yang luas guna memperbaiki informasi 

serta layanan Bus Trans Mataram Metro. 

5. Bus Trans Mataram Metro ini membantu mengurangi kemacetan 

pada jam kerja karena banyaknya kendaraan pribadi.
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